





1.1 Latar Belakang 
Pekerjaan media massa berdasarkan sifat dan faktanya adalah 
menceritakan peristiwa-peristiwa, maka seluruh isi media tiada lain adalah 
realitas yang telah dikonstruksikan (constructed reality) (Suryadi, 2011:638). 
Dalam pandangan konstruksionis, media dilihat bukanlah sekedar saluran yang 
bebas, ia juga subyek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, 
bias, dan pemihakannya (Eriyanto, 2002:23). Kekuatan media massa yang 
mampu memberikan pengaruh tertentu kepada khalayak sering dimanfaatkan 
oleh pihak penguasa dengan kepentingan tertentu seperti propaganda politik, 
promosi, dan sebagainya. 
Secara ideal, media seharusnya menyediakan informasi berdasarkan fakta 
sesungguhnya dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Namun, 
realitanya media sendiri tidak bersifat netral dan merekonstruksi realitas sosial. 
Salah satu contoh yakni pemberitaan mengenai isu LGBT (Lesbian, Gay, 
Biseksual, dan Transgender) yang selalu menuai kontra di masyarakat.  
Keberadaan kaum LGBT semakin terekspos di berbagai media massa mulai 
dari cetak, elektronik, hingga online. Masyarakat saling beradu argumentasi ketika 
menyampaikan opini pro dan kontra. Masyarakat yang mendukung kelompok 
LGBT, gencar dan aktif dalam menyuarakan pendapat mereka dengan mendirikan 
komunitas untuk mensosialisasikan serta memberi edukasi kepada khalayak tentang 
LGBT. Tidak sedikit juga dari masyarakat yang kontra ikut melontarkan kata-kata 




Perilaku serta gaya hidup yang berbeda dari orang kebanyakan, membuat 
fenomena LGBT dianggap menyimpang dan menjadi masalah sosial bagi 
masyarakat yang kontra sehingga menjadi bagian dari kaum minoritas. Lemahnya 
perlindungan hukum, tidak jarang membuat kaum LGBT sering mengalami 
diskriminasi hingga kekerasan seksual yang tinggi di Indonesia
1
. Berdasarkan 
data dari Ardhanary Institute terdapat 37 kasus kekerasan berbasis Sexual 
Orientation, Gender, Identity, Expression (SOGIE) pada 2014 dan 34 kasus 
kekerasan seksual pada 2015. Kekerasan seksual terhadap gay dan waria 
berdasarkan data dari Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL INA) terdapat 26 
kasus di 2015 dan satu kasus di 2016
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. Angka kasus tersebut membuat posisi 
LGBT cukup memprihatinkan. Hal tersebut tidak membuat LGBT menjadi takut, 
melainkan membuat mereka semakin berani menunjukkan eksistensinya di 
hadapan publik. 
Fenomena LGBT masih diperbincangkan dan dianggap tidak sesuai 
dengan norma dan nilai-nilai yang dianut sebagian besar masyarakat beragama, 
khususnya negara-negara yang menggunakan hukum agama sebagai hukum 
negara. Contohnya seperti negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam 
dan Kristen. Dua agama tersebut beranggapan bahwa homoseksual termasuk 
perilaku menyimpang dan perilaku tersebut dilarang keras. Rasa ketertarikan ke 
sesama jenis dianggap merupakan sebuah kejahatan yang harusnya dihukum 
dengan hukuman mati kecuali dengan cara bertaubat kepada Tuhan (Mansur, 
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2017:21). Berbeda dengan agama lain seperti Hindu, Budha, dan Konghucu yang 
tidak terlalu keras dalam menanggapi fenomena homoseks.  
Dianggap sebagai golongan minoritas tidak membuat pergerakan kaum 
LGBT atau homoseks terhenti. Era globalisasi dan teknologi yang semakin canggih 
membuat mereka semakin berkembang bahkan sebagian orang berani 
mengungkapkan orientasi seksualnya secara terang-terangan. Hal tersebut ditandai 
dengan banyaknya selebriti dan influencer di berbagai media terutama media sosial 
mengungkapkan dukungan mereka terhadap LGBT. Beberapa di antaranya seperti 
Ellen Degeneres, Sam Smith, Taylor Swift, dan masih banyak lagi. Penyebaran 
informasi yang cepat membuat masyarakat dapat dengan mudah menemukan apa 
yang dicari. Setiap individu memiliki posisi dalam mempengaruhi jalan pikiran 
seseorang, khususnya media yang mempunyai peranan besar.  
Awal tahun 2019 lalu tepatnya akhir bulan Maret hingga pertengahan 
April media massa maupun online memberitakan hal yang cukup menakutkan 
bagi kaum homoseksual. Tanggal 3 April 2019, Hassanal Bolkiah yang 
merupakan Sultan Brunei Darussalam menerapkan hukuman rajam hingga mati 
bagi LGBT, perzinahan, dan pemerkosaan yang telah diatur dalam hukum syariah 
islam. Hal tersebut menuai kecaman dari berbagai kalangan. Sejumlah aktivis 
LGBT di California, Amerika Serikat, Anggota Dewan kota Los Angeles, 
kalangan selebriti dunia, hingga Komisioner HAM PBB ikut memberi komentar 
hingga turun tangan untuk menolak aturan tersebut. Hal itu mempengaruhi 
kondisi bisnis kepemilikan Brunei Darussalam yang ada di luar negeri. Salah 
satunya hotel Bel Air yang terletak di Los Angeles ikut diboikot oleh golongan 




Brunei Darussalam bukanlah satu-satunya negara yang melarang adanya 
hukuman mati bagi LGBT. Negara seperti Iran, Arab Saudi, Yaman, Sudan, serta 
sebagian Nigeria dan Somalia telah menjadi pendahulu dalam penerapan hukuman 
mati bagi pasangan sesama jenis menurut Asosiasi Lesbian, Gay, Biseksual, Trans 
dan Interseks Internasional (ILGA)
3
. Dilansir dari iNews, terdapat sekitar 70 
negara yang menganggap hubungan sesama jenis sebagai pelanggaran hukum. 
Beberapa negara ada yang menerapkan hukuman cukup ketat, denda, bahkan 
hukuman fisik
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. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sejumlah negara di 
belahan dunia bagian Eropa. Negara seperti Belanda telah melegalkan pernikahan 
sesama jenis sejak tahun 2001. Disusul oleh Belgia tahun 2003, Kanada 2005, 
Afrika Selatan 2006, Norwegia 2009, dan yang terbaru yakni Austria tahun 
2019.Pernikahan sesama jenis saat ini legal di 26 negara di seluruh dunia
5
.  
Peneliti tertarik pada Republika dan Tempo yang turut aktif dalam 
pemberitaan hukuman rajam bagi pelaku LGBT di Brunei Darussalam pada awal 
tahun 2019 lalu. Kedua media tersebut memiliki latar belakang berbeda. 
Dikarenakan perbedaan itulah, Republika dan Tempo mempunyai cara tersendiri 
dalam menyajikan berita kepada khalayak.  
Latar belakang Republika sangat unik jika dibandingkan dengan media 
lain di Indonesia. Media ini terlahir dari organisasi bernama ICMI (Ikatan 
Cendekiawan Muslim se-Indonesia). Koran Republika pertama terbit pada tanggal 
4 Januari 1993 dan dikenal sebagai koran umat. Meski keberadaan koran umat 
pada saat itu dikucilkan, penguasa di Orde Baru mengoreksi kebijakan dan 
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memberikan ruang bagi umat Islam dengan hadirnya Republika. Hal tersebut juga 
didukung oleh mayoritas pembeli koran-koran yang beragama Islam.  
Seiring berjalannya waktu, ROL (Republika Online) hadir pada tanggal 17 
Agustus 1995, sekaligus menjadikannya sebagai koran pertama yang dapat 
diakses lewat internet. Awalnya ROL hanya berperan memindahkan edisi cetak 
menjadi versi online. Namun penyebaran informasi lewat internet yang pesat 
membuat ROL dilengkapi dengan berita yang aktual serta penambahan feature-
feature sebagai pelengkap. Walau kepemilikan Republika telah berganti tangan 
dari Yayasan Abadi Bangsa ke Kelompok Mahaka Media, media tersebut masih 
mempertahankan nilai keislamannya. Bahkan hingga saat ini, mereka tetap 
mendeklarasikan identitas dirinya adalah sebagai koran Islam, tepatnya „koran 
komunitas Muslim‟. 
Sejarah Tempo juga memiliki keunikan karena media ini berawal dari 
majalah. Edisi pertamanya terbit pada tanggal 6 Maret 1971 dibawah penerbit PT. 
Grafiti Pers. Tempo memiliki sejarah yang cukup pahit karena sempat dibredel 
sebanyak dua kali oleh pemerintah. Pertama pada tahun 1982 karena dirasa terlalu 
tajam mengkritik rezim Orde Baru dan kendaraan politiknya yakni Golkar. Kali 
kedua dibredel pada tahun 1994 karena dianggap terlalu keras mengkritik Habibie 
dan Soeharto ihwal pembelian kapal-kapal bekas dari Jerman Timur. Setelah masa 
pemerintahan Soeharto lengser yakni tahun 1998, Tempo kembali terbit tepat pada 
tanggal 12 Oktober 1998.  
Tahun 2001 menjadi awal lahirnya Koran Tempo yang berperan sebagai 
media harian. Koran tersebut aktif dalam pemberitaan terkait isu pemberantasan 




dengan situs www.tempointeraktif.com yang kemudian berubah dengan nama 
Tempo.co di tahun 2008. 
Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian berjudul “Konstruksi Media dalam Pemberitaan Penerapan Hukuman 
Rajam Bagi Pelaku LGBT di Brunei Darussalam pada Media Online Tempo dan 
Republika (Analisis Framing pada media online Tempo dan Republika Edisi 26 
Maret - 23 April 2019)”.  Kedua media tersebut dipilih karena memiliki latar 
belakang berbeda dan cukup populer di Indonesia. Peneliti menganggap bahwa 
media populer cenderung mendapatkan exposure (terpaan)yang lebih banyak.   
 
1.2 Rumusan Masalah  
Dari penjelasan latar belakang di atas, peneliti menentukan rumusan 
masalah yakni Bagaimana konstruksi media online Tempo dan Republika dalam 
pemberitaan “Penerapan Hukuman Rajam bagi Pelaku LGBT di Brunei 
Darussalam”? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini 
bertujuan untuk membedah konstruksi media online Tempo dan Republika dalam 






1.4 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Akademis  
Dari apa yang diteliti, peneliti mengharapkan dapat menambah ilmu kajian 
konstruksi pemberitaan media online di bidang ilmu komunikasi, baik secara 
konstruksi media online ataupun pemberitaan media dalam “Penerapan Hukuman 
Rajam bagi Pelaku LGBT di Brunei Darussalam”. Dan juga penelitian ini 
diharapkan dapat memperluas wawasan tentang analisis framing terhadap 
pemberitaan yang ada. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan bagi dan media 
massa baik cetak, elektronik, dan online dalam menjaga objektivitas pemberitaan 
dan berada di posisi netral dalam menyampaikan berita. Selain itu juga menjadi 
informasi tambahan bagi masyarakat untuk mengetahui tentang konstruksi media 
dalam pemberitaan dan penerapan hukum LGBT di Brunei Darussalam. 
 
